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ABSTRACT

Restorative justice has emerged as a transformative paradigm in the criminal justice
system, shifting the orientation from retributive punishment to recovery and reconciliation.
This study aims to analyze the role of law enforcement officers in supporting conflict
resolution through restorative justice in Indonesia, highlighting their functions as
mediators, facilitators, and supervisors. Using a qualitative approach, data were collected
through in-depth interviews, observation, and document analysis involving police officers,
prosecutors, judges, victims, and offenders to gain comprehensive perspectives. The
findings indicate that law enforcement plays a central role in promoting restorative justice,
yet faces significant challenges such as limited understanding, the dominance of retributive
paradigms, public stigma, and resource constraints. Despite these obstacles, restorative
justice demonstrates positive impacts including strengthening public trust, reducing the
burden on courts and correctional institutions, and facilitating offender reintegration into
society.

Keywords: Restorative Justice, Law Enforcement, Conflict Resolution

ABSTRAK

Restorative justice hadir sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan
pidana dengan menggeser orientasi dari penghukuman retributif menuju
pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat
penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui restorative justice
di Indonesia, dengan menekankan fungsi mereka sebagai mediator, fasilitator, dan
pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara
mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan polisi, jaksa, hakim,
korban, serta pelaku untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memegang peran sentral
dalam mendorong penerapan restorative justice, meskipun menghadapi tantangan
serius seperti keterbatasan pemahaman, dominasi paradigma retributif, stigma
masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Kendati demikian, restorative justice
terbukti membawa dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan publik,
berkurangnya beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta
terfasilitasinya reintegrasi sosial pelaku.

Kata Kunci: Restorative Justice, Aparat Penegak Hukum, Penyelesaian Konflik
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PENDAHULUAN

Pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma
alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan
kerugian akibat tindak pidana, bukan hanya pada pemberian hukuman. Konsep ini
menawarkan orientasi baru dalam penegakan hukum yang lebih humanis, dengan
melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan
konstruktif. Sejumlah penelitian internasional menegaskan bahwa keadilan
restoratif dapat memperkuat legitimasi hukum, mengurangi beban lembaga
peradilan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum
(Marder, 2022; Zehr, 2015). Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang
relevan dalam konteks reformasi hukum Indonesia yang terus bergerak menuju
sistem yang lebih substantif dan berkeadilan.

Aparat penegak hukum memegang posisi sentral dalam implementasi
restorative justice di Indonesia. Polisi, jaksa, maupun hakim tidak hanya berperan
sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pendidik
bagi masyarakat. Di tingkat global, keberhasilan aparat dalam mengedepankan
dialog dan mediasi terbukti mampu mengurangi tingkat recidivism dan mendorong
reintegrasi sosial bagi pelaku (Latimer et al.,, 2021). Namun, implementasi di
Indonesia masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman aparat,
minimnya pelatihan mediasi, serta dominasi paradigma retributif yang
menekankan penghukuman semata (Nascimento et al., 2023). Hal ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik di lapangan.

Selain faktor aparat, dukungan regulasi menjadi aspek penting dalam
mewujudkan sistem hukum yang mengakomodasi prinsip keadilan restoratif.
Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen hukum, misalnya melalui
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
mengatur mekanisme diversi. Namun, cakupannya masih terbatas dan belum
sepenuhnya diterapkan pada tindak pidana umum. Di tingkat internasional, model
kebijakan di Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru menunjukkan bagaimana regulasi
yang jelas mampu memperluas penerapan restorative justice sekaligus memberikan
kerangka kerja yang konsisten bagi aparat hukum (Daly, 2016, Marder, 2022).
Perbandingan ini memperlihatkan pentingnya penguatan regulasi di Indonesia
agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus ruang inovasi bagi aparat.

Peran masyarakat juga krusial dalam memperkuat keberhasilan keadilan
restoratif. Melibatkan tokoh adat, organisasi sipil, dan lembaga sosial tidak hanya
mempercepat penyelesaian konflik, tetapi juga mengurangi stigma sosial terhadap
pelaku. Penelitian internasional mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas
dalam proses mediasi dapat memperbesar kemungkinan tercapainya kesepakatan
yang berkelanjutan serta mengurangi beban psikologis korban (Sherman & Strang,
2017). Sayangnya, di Indonesia tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep
ini masih relatif rendah, dengan persepsi dominan bahwa keadilan identik dengan
penghukuman seberat-beratnya (Rochaeti et al., 2023). Hal ini menuntut peran aktif
aparat hukum untuk mengedukasi publik mengenai makna keadilan yang lebih
restoratif.
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Lebih jauh, tantangan penerapan restorative justice juga muncul dari tekanan
publik dan media. Kasus-kasus yang mendapat sorotan besar sering kali
menempatkan aparat dalam posisi sulit, karena adanya tuntutan masyarakat untuk
menjatuhkan hukuman berat tanpa mempertimbangkan proses rekonsiliasi.
Kondisi ini sejalan dengan temuan riset global yang menunjukkan bahwa persepsi
publik sering kali menjadi penghalang utama keberhasilan kebijakan restoratif,
khususnya di negara dengan tradisi hukum yang kuat pada paradigma retributif
(Braithwaite, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi hukum yang
efektif untuk menjelaskan manfaat restorative justice tidak hanya bagi pelaku dan
korban, tetapi juga bagi stabilitas sosial secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi aparat
penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui pendekatan
restorative justice di Indonesia. Penelitian ini menekankan peran aparat sebagai
mediator, fasilitator, dan pengawas dalam implementasi, serta menganalisis
hambatan dan peluang yang dihadapi dalam konteks regulasi, persepsi
masyarakat, dan dinamika sosial. Dengan membandingkan praktik lokal dan
perspektif internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoretis sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan sistem hukum yang lebih
humanis, inklusif, dan berkeadilan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali
secara mendalam peran aparat penegak hukum dalam mendukung penerapan
restorative justice di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, sehingga memungkinkan
peneliti memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai aktor terkait,
termasuk polisi, jaksa, hakim, korban, dan pelaku tindak pidana. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola,
tantangan, serta strategi implementasi yang dijalankan aparat hukum dalam proses
mediasi, fasilitasi, dan pengawasan kesepakatan. Validitas data dijaga melalui
triangulasi sumber dan teknik, sementara keabsahan interpretasi diperkuat dengan
membandingkan temuan lapangan dengan teori serta praktik restorative justice
pada konteks internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice
Restorative justice di Indonesia hadir sebagai paradigma baru dalam
penegakan hukum yang menggeser fokus dari pembalasan (retributif) menuju
pemulihan (rehabilitatif). Tujuan utamanya ialah menciptakan keseimbangan
antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, aparat
penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, tidak lagi
dipandang sekadar sebagai pihak yang menjatuhkan sanksi, melainkan juga
berfungsi sebagai mediator dan fasilitator proses rekonsiliasi (Haryanto, 2024).
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Sebagai mediator, aparat penegak hukum bertugas membangun ruang
dialog yang aman, jujur, dan terbuka, sehingga pelaku dan korban dapat
menyampaikan pengalaman masing-masing. Dialog ini memungkinkan korban
mendapatkan validasi atas penderitaan yang dialaminya, sementara pelaku diberi
kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan.
Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi semacam ini sering kali lebih
mampu menjawab kebutuhan korban, sekaligus memberikan peluang rehabilitasi
bagi pelaku.

Selain itu, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam
memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang
memahami keadilan sebatas pada pemberian hukuman. Oleh karena itu, melalui
sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan penyuluhan, aparat hukum dapat
memperkenalkan nilai-nilai restorative justice secara lebih luas. Edukasi ini
diharapkan membentuk kesadaran kolektif bahwa penyelesaian perkara pidana
tidak selalu identik dengan penjara, melainkan dapat ditempuh melalui
mekanisme pemulihan yang lebih manusiawi (Kasim, 2020).

Dalam praktik penyidikan maupun penuntutan, aparat penegak hukum
juga dituntut untuk mampu menilai kelayakan suatu perkara agar dapat diproses
melalui jalur restoratif. Penilaian ini mencakup pertimbangan aspek psikologis,
sosial, serta tingkat keparahan tindak pidana. Aparat penegak hukum diharapkan
tidak hanya menekankan aspek legal-formal, melainkan juga mengutamakan
pendekatan humanis yang memberi ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku
ke masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian tak terpisahkan dari peran aparat
hukum dalam penerapan restorative justice. Kerja sama dengan lembaga
rehabilitasi, organisasi masyarakat sipil, konselor, serta psikolog dibutuhkan untuk
mendukung proses pemulihan. Melalui pendekatan multidisiplin ini, baik pelaku
maupun korban memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari
pendampingan psikologis hingga penguatan kapasitas sosial (Mukdin & Heryanti,
2020).

Aparat hukum juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi
berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan restoratif. Evaluasi ini meliputi
analisis dampak terhadap korban, tingkat kepuasan masyarakat, serta keberhasilan
pelaku dalam menghindari pengulangan tindak pidana. Data dan hasil evaluasi
tersebut akan menjadi dasar perbaikan kebijakan agar penerapannya semakin
optimal.

Tantangan dan Dinamika Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Meski restorative justice membawa harapan baru bagi sistem hukum
Indonesia, implementasinya tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu
tantangan utama ialah masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum
tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Banyak aparat yang masih terbiasa
dengan pola pikir retributif, sehingga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi
perkara yang layak menggunakan pendekatan pemulihan (Mirza & Zen, 2022).
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Stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan besar.
Masyarakat sering memandang bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika pelaku
dijatuhi hukuman berat. Anggapan ini membuat proses rekonsiliasi sulit diterima,
bahkan ketika pelaku telah menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki
kesalahannya. Aparat penegak hukum perlu mengubah persepsi publik melalui
sosialisasi yang menekankan pentingnya pemulihan dibanding sekadar
pembalasan (Kahardani et al., 2023).

Selain itu, struktur hukum positif Indonesia yang masih dominan bersifat
retributif juga kerap membatasi ruang gerak penerapan restorative justice.
Ketentuan sanksi minimum atau maksimum pidana, misalnya, sering Kkali
membuat hakim atau jaksa terikat pada pola penghukuman yang kaku, sehingga
tidak dapat memberikan solusi alternatif berbasis pemulihan (Karim, 2020). Situasi
ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih akomodatif terhadap
pendekatan restoratif.

Tekanan publik dan media turut menambah kompleksitas. Dalam kasus
yang mendapatkan perhatian luas, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan
pada tuntutan masyarakat agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal ini
mendorong mereka untuk mengabaikan opsi restoratif demi menjaga citra di mata
publik (Rochaeti et al., 2023). Akibatnya, restorative justice sering Kkali
terpinggirkan dalam perkara yang dianggap sensitif secara sosial.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan pelatihan, fasilitas, dan dukungan
anggaran juga menjadi kendala signifikan. Restorative justice membutuhkan
keterampilan mediasi yang mumpuni, pemahaman psikologis, serta kemampuan
komunikasi yang empatik. Sayangnya, tidak semua aparat memiliki akses pada
pelatihan khusus atau sumber daya memadai untuk melaksanakan pendekatan ini
secara efektif (Sujatmiko & Istiqomah, 2022).

Koordinasi antarinstansi pun sering kali lemah. Penegakan hukum
melibatkan banyak pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan, hingga organisasi masyarakat sipil. Tanpa koordinasi yang baik,
implementasi restorative justice dapat berjalan parsial dan membingungkan,
sehingga hasilnya tidak optimal (Hayatuddin et al., 2022b).

Meskipun demikian, dampak positif dari penerapan restorative justice
sudah mulai terlihat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan
publik terhadap aparat hukum karena masyarakat melihat adanya perhatian pada
kebutuhan korban serta peluang rehabilitasi bagi pelaku (Nascimento et al., 2023).
Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi membuat mereka
merasa memiliki andil dalam menjaga keamanan dan harmoni sosial.

Restorative justice berpotensi menurunkan angka residivisme dan
mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan kesempatan
kepada pelaku untuk memperbaiki diri, risiko pengulangan kejahatan menjadi
lebih rendah, sementara masyarakat dapat merasakan manfaat dari terciptanya
rasa aman yang berkelanjutan (Marder, 2022).
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SIMPULAN

Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan
pidana Indonesia yang menggeser fokus dari penghukuman retributif menuju
pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, dengan aparat penegak hukum
berperan sebagai mediator, fasilitator, pendidik, sekaligus pengawas. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ini menghadapi hambatan
berupa keterbatasan pemahaman aparat, dominasi paradigma retributif, stigma
masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, penerapannya telah memberikan
dampak positif berupa peningkatan kepercayaan publik, pengurangan beban
lembaga peradilan dan pemasyarakatan, serta terciptanya solusi yang lebih
humanis bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi,
pelatihan berkelanjutan bagi aparat, serta perluasan penerimaan publik menjadi
prasyarat penting agar restorative justice dapat berfungsi sebagai fondasi sistem
hukum yang lebih substantif, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan prinsip hukum modern.
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